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PELAKSANAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK 
OLEH SWASTA DAN KOPERASI UNTUK KEPENTINGAIJ UMml 

MENTERI PERTMIBANGAN DAN ENERGI , 

Men irnbang : bahwa s e b a g a i  p e l a k s a n a d n  K e p u t u s a n  P r e s i d e n  
Nonor 37 Tahun 1992 t a n g g a l  9  J u l i  1 9 9 2 ,  d i a n g g a p  
p e r l u  u n t u k  m e n g a t u r  l e b i h  l a n j u t  Usaha  P e n y e d i a -  
a n  T e n a g a  L i s t r i k  Cllch S w a s t a  Dan K o p e r a s i  Untuk  
K e p e n t i n g a n  Umunl d a l a m  s u a t u  P e r a t u r a n  M e n t e r i  
P e r t a m b a n g a n  clan E r , e r g i  ; 

M e n g i n g a t  : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967  (LN Tahun  
1967  Noinor 1, TLN Nomor 2813)  r e b a g a i m a n a  t e l a h  
d i u b a h  d e n g a n  Undang-undang Nomolr 11 Tahun 
1 9 7 0  (LN Tahun 1.370 Nomor 4 6 ,  TLN N o m o r  2 9 4 3 )  ; 

2 .  Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968  (LN Tahun 
1968  Noraor 3 3 ,  TLN Nornor 2853)  s e b a g a i m a n i i  
t e l a h  d i u b a h  d c n g a n  U n d a n g - u n d a n y  Nomor 1 2  
Tahun 1970  (LN 'Cahun 1 9 7 0  Nomor 4 7 ,  TLN Nomor 
2944)  ; 

3 .  Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 
1982  Nomor 1 2 ,  1'LN Nomor 3 2 1 5 ) ;  

4 .  Undang-undang flomor 1 5  Tahun 1 9 8 5  (LN Tahrln 
1 9 8 5  Nolnor 7 4 ,  '1'Lf.I Nomor 3 3 1 7 )  ; 

5 .  P e r a t u r a n  P e r n e r i n t a h  Nomor 29 Tahun  1 9 8 6  
(JAN Tahun 1 9 8 6  Plomor 4 2 ,  TLN Nomor 33383 ;  

6 .  P e r a t u r a n  P e n ~ ~ ! r i n t a h  Nomor 1 0  Tahun  1989  
(LN Tahun 1989  bloator 2 4 ,  TLN bJomor 3 3 0 4 )  ; 

7 .  P e r a t u r a n  D ~ m e r i n t a h  Nomor 1.7 Tahun  1 9 9 0  
(LN Tahun 1 9 9 0  blomor 2 1 )  ; 

8 .  P e r a t u r a n  Pemer ' in tah  Nonlor 9 Thhun 1 9 9 3  ( LN 
Tahun  1993  Nomor' 1 3 ,  TLN Nomor 3 5 1 5 )  ; 

9 .  K e p u t u s a n  P r e s j . d e n  Nomor 64/14 Tahun  1 9 8 8  
t a n g g a l  2 1  Maret.  1 9 8 8 ;  

1 0 .  K e p u t u s a n  P r e s i c l e n  Nomor 2 1  Tahun 1 9 9 0  t a n g g a l  
25  Mei 1 9 9 0 ;  

11. X e p u t u s a n  P r e s i d e n  Nomor 2 5  Tahun  1 9 9 1  t a n g g a l  
2 J u l i  1 9 9 1 ;  



1 2 .  Reputusan P r e s i d e n  Nomor 3 3  Tahun 1932 t a n g g a l  
6 J u l i  1992; 

13 .  Keputusan P r e s i d e n  fIomor 37 Tahun 1992 t a n g g a l  
9  J u l i  1992; 

1 4 .  P e r a t u r a n  Mente r i  Pertambsllgan dan  Enery i  
Nomor 01.P/40/M.PE/1990 t a n g g a l  1 6  J u n i  1930; 

15 .  P e r a t u r a n  Mente r i  Pertambanyan dan Energ i  
Nomor 02.P/451/M.PE/1991 t a n g g a l  26 A p r i l  1991; 

16 .  P e r a t u r a n  Mente r i  Pertambangan dan Energ i  
Nomor 03.P/451/M.PE/1991 t a n g g a l  26 A p r i l  1991; 

1 7 .  P e r a t u r a n  Menter i  Pertambangan dan E n e r g i  Nomor 
05.P/0322/i.I.PE/1991 t a n g g a l  26 Oktober  1391;  

i 8 .  P e r a t u r a n  Meriter i Pertambanrjan dan  Energ i  Nomor 
Ol.P/47/M.PE/19<2 t a n g g a l  7 F e b r u a r j  1992; 

19 .  Keputusan Ment.eri Pertambangan dan Energ i  
Nonor 1748 Tahun 1992 t a n g g a l  31 Desember 1992; 

P I E M U T U S K A N  : 

Menetapkan . : PEPIATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG 
PELAK'ANPAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH 
SWASTA DAN KOPEMSI UNTUK KEPENTINGAN UMUM. 

BAB I 

KETENTUAN IDILJM 

Dalam P e r a t u r a n  N e n t e r i  i n i  y a n g  d i m a k s u d k a n  
dengan : 

a .  Tenaga L i s t r i k  a d a l a h  s a i a h  s a t u  ben tuk  e n e r g i  
sekunder  yang d i b a n g k i t k a n ,  d i t r a n s m i s i -  
kan dan d i d i s t r i b u s i k a n  untuk  s e g a l a  
macam k e p c r l u a n ,  dan bukan l i s t r i k  yang 
d i p a k a i  untuk  komunikasi  a t a u  i s y a r a t ;  

b .  S t a n d a r  L i s t r i k  I n d o n e s i a ,  s e l a n j u t n y a  d i s i n g -  
k a t  S L I ,  a d a l a h  s t a n d a r  l i s t r i k  s e b a g a i -  
mana termalcsud dalam P e r a t u r a n  M e n t e r i  
Pertambangiin dan E n e r g i  Nomor 05.P/032:!/ 
M.PE/1391 Canggal 26 Oktober  1991; 

c .  Usaha Penyediaiin Tenaga L i s t - r i k  Oleh Swasta 
Untuk Kepcntingan Umum a d a l a h  senua  
penyediaan  t e n a g a  l i s t r i k  yang d i s e l e n g -  
garakan o l e h  badan usaha  s w a s t a  a t a u  
k o p e r a s i ,  dalam rangka memenuhi penyedia-  



an tenaga listrik untuk kepentingan umum 
yang dapat meliputi salah satu atau 
gabungan dari usaha pembangkitan, usaha 
transmisi dan usaha distribusi tenaga 
listrik; 

d. Usaha Pemhangkitan adalah usaha yang mengubah 
energi primer menjadi tenaga listrik 
dalam rangka memenuni penyediaan tenaga 
listrik; 

e. Usaha Transmisi adalah usaha menyalurkan 
tenaga listrik dengan jaringan transmisi 
tenaga listrik yang bertegangan kerja 
sesuai peraturan SLI; 

f .  Usaha Distribusi adalah usaha mendistribusi- 
kan tenaga listrik dengan jaringan 
distribusi tenaga listrik yang bertegang- 
an kerja sesuai peraturan SLI; 

g. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan 
Menteri kepada badan usaha swasta non PMA 
atau PMDN atau koperasi, untuk melaksana- 
kan pembangunan sarana ketenagalistrikan 
dalam rangka persiapan penyelenggaraan 
Usaha Penyediaan Tenaga Lixtrik; 

h. Surat Pemberitahuan Pers~tujuan Presiden, 
selanjutnya disingkat SPPP, adalah surat 
yang dikeluarkan Ketua BKPM untuk inenyarn- 
paikan pemberitahuan persecujuan Presiden 
mengenai permohonan PMA, yang berlaku 
pula sebagai Persetujuan Prinsip atau 
Izin Usaha Sen~entara sebagaimana ditetap- 
kan dalam Keputusan Presiden Nomor 33 
Tahun 1992; 

i. Surat Persetujuan Penanaman Modal, selznjutnya 
disingkat SPPM, adalah surat persetujuan 
penananan modal yang dikeluarkan BKPM 
untuk penanaman modal herdasarkan FMDN, 
yang berlaku pula sebagai Persetujuan 
Prinsip atau Izin Usaha Sementara seba- 
gaimana ditetapkan dalam Keputusan Presi- 
den Nomor 33 Tahun 1992; 

j. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan 
Uinum, selanjutnya disingkat IUKU, adalah 
Izin yang diberikan Menteri kepada badan 
usaha swast.a atau koperasi untuk 
menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga 
listrik untuk kepentingan umum; 

k. Pemegang Kuasa Usena Ketenagalistrikan, selan- 
jutnya disinf~kat PKUK, adalah Badan Usaha 
Milik Negara yang diserahi tugas oleh 
Pemerintah ssmata-mata untuk melaksanakan 
usaha penyediaan tenaga listrik untuk 
kepentingan 'anurn; 



1. Pembangkitan-Ganda (Co-generation) adalah pem- 
bangkitan tenaga listrik yang terpadu 
dengan proses penyediaan panas di mana 
tenaga listrik dan panas yang dihasilkan 
digunakan dalam proses industri; 

m. Calon penanam modal adalah badan usaha swasta 
nasional, swasta asing dan koperasi, baik 
secara senjiri-sendiri ataupun dalan 
bentuk konsorsium; 

n. Badan Usaha Swasta adalah badan usaha yang 
lapangan usahanya di bidang ketenagalis- 
trikan yang tunduk pada ketentuan PMA 
atau PMDN, akau Non PMA atau PMDN; 

o. Koperasi adalah k'sperasi yang berbadan hukum 
Indonesia, yang lapangan usahanya di 
bidang keten.3galistrikan; 

p. Menteri adalah Menteri yang bertanggunq jawab 
dalam bidang ketenagalistrikan; 

q. Direktu~ Jenderal adalah Direktur Jenderal yang 
lapangan tug(3snya meliputi urusan ketena- 
galistrikan. 

(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta 
Untuk Kepentingan Umum merupakan pelaksanaan 
sebagian proyek-proyek yang ditentukan Peme- 
rintah dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun 
Didang Tenaga Li:;trik. 

(2) Bndan usalla swas.ra atau koperasi dapat p u h  
mengusulkan proyek tenaya listrik lain di 
luar ketentuan sebagaimana termaksud pada 
ayat (1) , untuk dipertimbangkan Pen~erintah. 

Pasal 3 

Usaha Penyediaan Teni3ga Listrik Oleh Swasta Untuk 
Kepentingan Umum didiisarkan pada IUKU. 

PELARS;INAAN USAHA 

(1) Pelaksanaan Usahii Penyediaan Tenaga Listrik 
Oleh Swasta Unruk Kepentingan Umum dapat 
meliputi : 



a. Usaha pembanglcitan tenags. listrik dan msn- 
jual kepada : 

1. PICUK; 
2. Pemegang IIJKU lainnya; 
3. Masyarakat : 

b. Penyewaan jiiringan .transniisi dan atal: 
jaringan dist1:ibusi. 

(2) Peiaksanaan Usaha Penysdiaan Tenaga Listrik 
Oleh Swasta sebagaimana termaksud pada keten- 
tuan ayat (1) didtur dalam perjanjian jua1.- 
beli tenaga 1isl:rik atau perjanjian sewa- 
menyewa jaringan transmisi atau perjanjian 
sewa-menyewa jaringan distribusi. 

Fasal 5 

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta 
sebayai pelaksanm3an proyek ketenagalistrikan 
yang ditentukan Pemerintah harus menjual 
tenaga listrikny(3 kepada PKUK. 

(2) Proyek ketenagalistrikan yang diusulkan badan 
usaha swasta a t a ~  koperasi dapat dilaksanakan 
untuk salah satu usaha atau gabungan usaha 
sebagaimana term3ksud dalam Pasal 4 ayat (1). 

BAR 111 

PROYEK XETENAGALISTRIKAN YANG DITENTUKAN PEMERINTAH 

Pasal. 6 

Keikutsertaan calon penanam modal dalam penyedia- 
an tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan 
mengutamakan pola pelaksanaan "membangun, memi- 
liki, dan mengoperasikan" proyek yang ditentukan 
Pemerintah, dilaksanskan dengan pelelangan yang 
diikuti oleh calon penanam modal yang telah 
terpilih dalam prakualifikasi. 

Pasal 7 

(1) Direktur Jenderal mengumumkan secara bertahap 
dalam media massa cetak nasional dan interna- 
sional proyek ketenagalistrikan yang ditentu- 
kan Pemerintah untuk dilaksanakan oleh badan 
usaha swasta atau koperasi. 

(2) Dalam pengumuman sehagaimana termaksud pada 
ketentuan ayat (1) dicantumkan juga jadwal 
waktu pengambilan dokumen prakualifikasi dan 
pelaksanaan prakualifikasi. 



Pasal 9 

(1) Direktur Jenderz.1 menerbitkan dokumerr prakua- 
lifikasi yang dzpat diambil oleh calon pena- 
nam modal yang berminat selambat-lainbatnya 
dalam jangka kraktu 15 (lima bslas) hari 
setelah pengunruman sebagaimana termaksud 
dalam Pasal 7. 

(2) Dokumen prakualifikasi sebagaimana termaksud 
dalam ayat (1) clapat diperoleh calon penanam 
modal dengan men~bayar biaya pengganti peng- 
adaan dokumen. 

(3) Sebelum pelaksanaan prakualif ikasi diadakan 
Rapat Penjclasarr Prakualifikasi dengan calon 
penanam modal yang tcl.ah mendaftarkan diri 
dan mendapat clokumen prakualifikasi dari 
Direktur Jenderal. 

(4) Rapat Penjelasan Prakualifikasi diadakan oleh 
Panitia Prakual.ifikasi yang dibentuk oleh 
Direktur Jendere~l dal.am jangka walctu selamtlst- 
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah peng- 
umuman sebagaimana termaksud Pasal 7 ayat 
(1). 

Pasal 9 

Dokurnen prakualifikasi yang sudah dilengkapi oleh 
calon penanan modal, disampaikan kepada Panitia 
Prakualif ikasi dalam j angka waktu seiambat- 
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah di adakannya 
rapat penjelasan pre~kualifikasi sebagaimana ter- 
maksud dalam Pasal 6 ayat (4). 

(1) Kriteria yang di.pergur?akan untuk mengadakan 
evaluasi atas prakualifikasi calon penanam 
modal nieliputi hal-ha1 sebagai berikut : 

a. Kelengkapan administratif badan usaha 
swasta atau koperasi; 

b . Kemampuan un.t..uk menyediakan modal, baik 
modal sendiri maupun modal pinjaman; 

c. Kemampuan dan kualitas teknis yang dimiliki; 

d. Pengalaman delam membangun dan mengoperasi- 
kan proyek ketcnagalistrikan. 

(2) Rincian lebih lanjut mengenai kriteria ter- 
maksud pada ket.entuan ayat (1) dan tata carn 
prakualj.fikasi climuat dalam dokumen prakuali- 
f ikasi yang ber~~angkutan. 



Pasal 11 

Prakualifikasi calon penanam modal harus disele- 
saikan selanbat-lambatnya dalam jangka waktu 30 
(sembilan puluh) hari setelah tanggal penyerahar~ 
dokumen prakualifikasi sebagaimana termaksud 
Pasal 9. 

Pasal 12 

(1 )  Direktur ,Tendera1 x~enetapkan 5 (lima) calon 
penanam modal yang terpilih dalam prakuali- 
fikasi dan nenyampaikan laporan tertulis 
mengenai penetapan tersebut dan mengajukan 
permohonan persetujuan kepada Menteri untuk 
mengadakan lelang selan~bat-lambatnya dalam 
j angka waktu 7 (tujuh) hari setelah berakhir- 
nya prakualifikasi schagaimana ternaksud 
dalam Pasal 11. 

(2) Direktur Jenderal memberitahukan kepada 
peserta prakualifikasi mengenai penetapan 
termaksud pada ketentuan ayat (1) selamhat- 
lambatnya dalan jangka waktu 7 (tujuh) hari 
setelah ditetapkannya prakualifikasi yang 
bersangkutan. 

(3) Menteri memberikan persetujuan pelelangan 
selambat-1ainbat.nya dalam jangka waktu 30 
(tiga puluh) hari. 

Pasal 13 

(I.) Direktur Jenc.era1 menyadakan pelelangan 
proyek setelak. mendapat persetujuan dari 
Menteri, dan pe'nyelenggaraan lelang dilakukan 
oleh Panitia Lelang yang dibentuk oleh 
Direktur Jend~tral selarnbat-lambatnya dalam 
jangka waktu 1"lima belas) hari. 

(2) Calon penanam rr,odal yang terpilih dalam pra- 
kualifikasi mengambil dokumen lelang kepada 
Panitia Lelarg selambat-lambatnya dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 
pemberitahuan  ene eta pan sebagaimana termaksud 
dalam Pasal 12 ayat (2). 

(3) Panitia Lelang mengadakan rapat pcnjelasan 
lelang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari setelah berakhirnya jangka waktu peng- 
ambilan dokumen lelang. 

(4) Peserta lelang memasukkan surat usulan pena- 
waran kepada Panitia Lelang selambat-iambatnya 
dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) 
hari setelah diadakannya rapat penjelasan 
lelang. 



( 5 )  Kriteria pcnilaian lelang melipu~i aspek- 
aspek : 

administrasi; 
kemarnpuan pendanaan; 
teknis; 
pengendalian dampak lingkungan; 
penggunaan eriergi primer; 
harga ; 
jadwal; 
jaminan lelang. 

(6) Evaluasi lelang harus diselesaikan selambat- 
lambatnya dalarn jangka walctu 90 (sembilan 
puluh! hari se1:elah berakhirnya jangka waktu 
penyerahan sural: usulan penawaran scbagaimana 
termaksud dalaln ayat (4). 

(7) Direktur Jenderiil. mengusulkan pemenang lelang 
kepada Menteri selambat-lambatnya dalam jangka 
waktu 15 (lima belas) hari setelah hasil 
evaluasi untuk memperoleh penetapan pemenang 
lelang . 

(8) E4enteri menetaplcan pemenang lelang se1amb.t- 
lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga pul~h) 
hari setelah ditcrimanya usul Cirektur 
Jenderal sebagaimana termaksud dalam ayat (7). 

(9) Direktur Jender,il memberitahukan secara ter- 
tulis penetapan Pemenang lelang scbagaimana 
termaksud ayat (1) kepada calon penanam modal 
yany bersangkutan selambat-lambatnya dalam 
jangka waktu 15 (iima belas) hari setelah 
penetapan pemenang lelang dengan tembusan 
kepada Ketua BKPM. 

Pasal 14 

Surat penetapan pemenang lelang sebagaimana ter- 
maksud dalam Pasal. 13 dapat aipergunakan sebagai 
dasar untuk mengajukan permohonan persetujuan 
penanaman modal. 

(1) Pemenang Lelang setelah menerima surat pene- 
tapan dari Menteri, melaksanakan studi kela- 
yakan yang meliputi aspek teknis, ekonomis, 
f inansial, dan analisis mengenai dampak 
lingkungan, dan menyelesaikan izin lain yang 
diperlukan dalam pelaksar~aan suatu pcmbangun- 
an proyek keteragalistrikan serta menyampai- 
kan laporan tertulis menqenai hasilnya kepada 
Direktur Jenderal selanbat- lambatnya daLam 
jangka waktu 450 (empat ratus lima puluh) 
hari . 



(2) Direktur Jenderal mancjadakan evaluasi atas 
laporan hasil studi kelayakan sebagaimana 
termaksud dalan~ ayat (1) dan harus sudah 
selesai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 
60 (enam puluh) hari setelah laporan tersebut 
dikirimkan secara lengkap, dan selanjutnya 
menyampailran kasil evaluasi kepada Menteri 
selambat-1ambat:nya dalam jangka waktu 15 
(lima belas) hari setelah selesai evaluasi. 

(3) Evaluasi hasi.L studi AMDAL dilakukan oleh 
Komisi Pusat AMDAL Departemen Pertambangan 
dan Energi c,ibantu oleh Tim Teknis AMDAL 
Direktorat Jenderal untuk mendapat perse- 
tujuan Menteri selambat-lambatnya dalam 
jangka waktu 123 (seratus dua puluh) hari di 
luar waktu yanq diperlukan untuk penyempurna- 
an atau perbai:tan setiap doku~ilen studi AMDAL 
oleh pemenang lelang. 

Pasal 16 

Menteri menetapkan pemenang lelang menjadi calon 
Pemegang IUKU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari setelah laporan Direktur Jenderal mengenai 
evaluasi studi ke1ayal:an dan persetujuan Ment.eri 
atas studi MIDAL sebagainana termaksud dnlam 
Pasal 15 ayat (2) dan ayst (3). 

Pasal 17 

(1) Direktur Jenderal member.tult Tim Lnterdep Nego- 
siasi dan merrqadakan negosiasi dengan calon 
Pemegang IUKU untuk lnendapat kesepakatan 
mengenai persyaratan, harga jual tenaga 
listrik, sewa jaringan transrnisi dan sewa 
jaringan distribusi selambat-lambatnya dalam 
jangka waktu 6 (enam) bulan, selanjutnyl 
Cirektar Jenderal menyampailcan laporan tertu- 
lis mengenai hasil kesepakatan tersebut kepada 
Menteri, dalarn jangka waktu 7 (tujuh) hari. 

(2) Menteri membcrikan persetujuan atas hasil 
kesepakatan d m  menetapkan harga jual tenaga 
listrik, sewa jaringan transmisi dan sewa 
jaringan distribusi sebagaimana termaksud 
pada ketentuan ayat ( 1 ,  selambat-lambatnya 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. 

(3) Untuk calon Pemegang IUKU yang menanamkan 
modalnya berdasarkan PMA atau PMDN, Direktur 
Jenderal men:yampaikan kepada BKPM mengenai 
persetu juan I4enteri sebagaimana terinaksud 
pada ketentua:? ayat: (2) selambat-lambatnya 
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. 



Pasal 18 

(1) Ketua BKPN berwcnang menerbitkan SPPP dan SPPM 
bagi calon pernegang IUKU yang menanamkan 
modalnya berdasarkan PMA atau PMDN. 

(2) Calon Pemegang ::UIZU yang menanamkan modalnya 
berdasarltan PMA atau PMDN setelah mcndapatkan 
penetapan hasil negosiasi sebagaimana termak- 
sud dalam Pasal 17 ayat (3) harus mengajukan 
permohonan kepada BKPM untuk mendapat SPPP 
bagi PMA atau SPPM bagi PMDN. 

(3) Berdasarkan weraenang sebagaimana termaksud 
ayat (1) Pasal ini, Ketua DRPM menerbitkan 
SPPP atau SPPM apabila ketentuan-ketentuan 
sebagaimana terrnaksud Pasal 17 ayat (3) dan 
ayat (2) Pasal m i  telah dipenuhi. 

Pasal 19 

Menteri memberikan 1:zi.n Prinsip untuk calon Peme- 
gang IUKU non PMA atau PMDN, selambat-lambatnya 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 
Menteri menyetujui hasil kesepakatan nengenai 
persyaratan antara calon Pemegang IUKU dan calon 
pembeli, serta harga jual tenaga listrik, sewa 
3aringan transmisi atau sewa jaringan distribusi. 

Calon pemegang IUKU menyampaikan kepada Direktur 
Jenderal dengan tembusan kepada Ketua BKPM jadwal 
pelaksanaan pembangunan secara rinci selamtat- 
lambatnya dalam janyka waktu 60 (enam puluh) hari 
setelah dikeluarkannya Izin Prinsip. 

(1) Pembangunan proyek ketenagalistrikan oleh 
calon pemegang IUKU harus sudah dimulai 
selambat-lambatr~ya dalam jangka waktu 180 
(seratus delapan puluh) hari setelah Menteri 
memberikan Izin Prinsip bagi non PMA atau 
PMDN atau Ketua BKPM memberikan SPPP atau 
SPPM bagi PMA atau PMEN, dan harus diselesai- 
kan dalam jangka. waktu yarrg telah ditetapkan 
dalam Izin Frinsip, atau SPPP, atau SPPM. 

(2) Hasil penbanguran proyek ketenagalistrikan 
hanya dapat dioperasikan secara komersial 
setelah dilakukan pengujian operasi (Commis- 
sioning test) yang dilaksanakan bersama oleh 
Calon Pemegang IUKU dengan Tim Penguji Operasi 
yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. 



( 3 )  Biaya pe laksanaan  p e n g u j i a n  o p e r a s i  d ibeban-  
kan kepada Calon Pemegang I U K U .  

D i r e k t u r  J e n d e r a l  meinberikan S e r t i f i k a t  U j i  
O p e r a s i  ( ~ o m m i s s i o n i n g  c e r t i f i c a t e )  se l amba t -  
lambatnya cialam jangka waktu 7 ( t u j u h )  h a r i  
s e t e l a h  p e n g u j i a n  o p e r a s i  sebagaiinana termaksud 
dalam P a s a l  2 1  b e r h a s i l  dengall b a i k  dan  menyam- 
p a i k a n  l a p o r a n  t e r t u l i s  kepada Mente r i  dengan 
tembusan kepada Ketua BXPM a p a b i l a  penanaman 
modal b e r d a s a r k a n  PHA a t a u  FMDN. 

( 1) Mente r i  mengeluarkan I U K U  b a g i  penanam modal 
non PMA a t a u  PMDN, selambat- lambatnyd dalam 
jangka waktu 30 ( t i g a  pu luh)  h a r i  s e t e l a h  
D i r e k t u r  J e n d e r a l  mengeluarkan S e r t i f i k a t  U j i  
Operas i  (Commissioning C e r t i f i c a t e ) .  

( 2 )  Ketua DKPM mcngeluarkan I U K U  a t a s  nama 
Mente r i  b a g i  penanaman modal b e r d a s a r k a n  PMA 
a t a u  PMDN, s e l a~nba t - l amba tnya  3 0  ( t i - g a  p u l u h )  
h a r i  s e t e l a h  d i t e r i m a  s e r t i f i k a t  u j i  (Commis- 
s i o ~ l i n g  C e r t i f i c a t e )  d a r i  I j i r e k t u r  J e n d e r a l .  

BAB I V  

PROYEK KETENACALLSTRIKAN YANG D I U S U L K A N  OLEH 
CALO1.i PENANAM MODAL 

P a s a l  2 4  

(1) Calon penanam :nodal yang mengusulkan proyek 
dalam rangka  u m h a  penyediaan  t e n a g a  l i s t r i k  
un tuk  k e p e n t i n 9 . m  umum menyalnpaikan permohon- 
an  kepada Mente r i  m e l a l u i  D i r e k t u r  J e n d e r a l .  

( 2 )  Permohonan sebagaimana termaksud pada k e t e n -  
t u a n  a y a t  (1) Pasa l  i n i  d i l e n g k a p i  dengan 
d a t a  s e b a g a i  b e r i k u t  : 

l o k a s i  proyek;  
j e n i s  dan : k a p a s i t a s  pembangkit  t e n a g a  
l i s t r i k ;  
j e n i s  e n e r g i  p r i m e r  yang d igunakan;  
d a e r a h  usaha ;  
r encana  pembangunan; 
r encana  pendanaan; 
r encana  pengoperas ian ;  
r encana  penggunaan t e n a g a  k e r j a  a s i n g  msu- 
pun l o k a l  s e t e l a h  proyek b e r o p e r a s i ;  



i. gambar, peta dan dokumen lain yang diper- 
lukan ; 

j . kelengkapan adininistrasi . 

Paaal 25 

(1) Cirektur Jendera: mengadakan evaluasi atas 
usulan proyek dan permohonan IUKU sebagaimana 
termaksud dalan~ Pasal 5 ayat ( 2 ) ,  dcngan 
memperhatikan pertimbangan PKUK. 

(2) PKUK menyampaika.n kepada Direktur Jendrral 
pertimbangan s~:bagaimana termaksud pada 
ketentuan ayat (I), selambat-lambatnya dalam 
jangka waktu iE (lima belas) hari setelah 
menerima surat permintaan pertimbangan dari 
Direktur Jenderz.1, yang ineliputi : 

a.. lcemampuan PKUK dalam menyediakan tenaga 
listrik; 

b. rencana PKUX dalam penqen~bangan sarana 
penyediaan tenaga listrik; 

c. pengaruh prc~yek ketenayalistrikan yang 
diusulkan ter'hadap sistem ketenagalistrik- 
an PKUK, dan kemungkinan interkoncksi. 

(3) Pemohon IUKU wajib menyampaikan bahan dan 
data yang dininta oleh Direktur Jenderal 
sebagai kelengkapan atas data sebagaimana 
termaksud dalam Pasal 24 ayat (2) selambat- 
lambatnya dalam jangka waktu 6 0  (enam puluh 
hari) . 

(4) Kriteria penilaian permohonan meliputi aspek- 
aspek : 

a. administrasi; 
b. kemampuan per~danaan; 
c. teknis; 
d. pengendalian dampak lingkungan; 
e. penggunaan er~ergi primer ; 
f . harga ; 
g. jadwal. 

(5) Evaluasi permohonan harus diselesaikan 
selambat-lambatriya dalam jangka waktu 60 
(enam puluh) kari sejak surat perinohonan 
diterima secara lengkap dan benar. 

Pasal 26 

(1) Direktur Jenderal mengeluarkan surat persetu- 
juan pendahuluan kepada pemohon IUKU selambat- 
lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) 
hari setelah dilengkapinya data sebagaimana 
termaksud dalam Pasal 25 ayat (3). 



(2) Setelah Direktur Jenderal mengeluarkan pcr- 
setujuan pendahuluan kepada pemohon I l J K U  
sebagaimana termaksud dalam ayat (I), maka 
penyelesaian atae pern~ohonan I U l i U  yang 
disampaikan calon penanam modal yang lain 
untuk proyek ketenayalistrikan yang sama 
ditangguhkan. 

(3) Permohonan IU1:LJ lainnya akan dipertiinbangkan 
setelsh Menteri menolak pemohon I U K U  menjadi 
Calon Pemegang I U K U .  

Pasal 27 

Surat persetujuan 13endahuluan sebagail~lana terrndk- 
sud dalam Pasal 2 6  dapat dipergunakan seb&gai 
dasar untuk mencjajukan permohonan persetujuan 
penanaman modal. 

(1) Pemohon I U K U  setelah menerima surat persetu- 
juan pendahuluan, melaksanakan studi kelayak- 
an yang meliputi aspek teknis, ekonomis, 
finansial dan analisis mengenai dampak ling- 
kungan dan nenyelesaikan izin lain yang 
diperlukan dalnm pelaksanaan suatu pembangunan 
serta menyampa:-kan laporan tertulis mengenai 
hasilnya Icepacia Direlctur J~nderal sclambat- 
lambatnya dalar~ jangka waktu 450 (empat ratus 
lima puluh) hari . 

(2) Direktur Jenderal mengadakan evaluasi atas 
laporan hasil s t ~ d i  kelayakan sebagaimana 
termaksud dalan~ ayat (1) dan harus sudah sele- 
sai selambat-lcimbatnya dalam jangka waktu 60 
(enam puluh) hari setelah laporan tersebut 
dikirimlcan sec:ara lengkap, dan selanjutnya 
menyampaikan kiasil evaluasi kepada Menteri 
selarnbat-1ambat.nya dalam j angka waktu 15 
(lima belas) hzri setelah selesai evaluasi. 

(3) Evaluasi hasil studi AMDAL dilakukan oleh 
Komisi Pusat AMDAL Departemen Pertambangan 
dan Energi dibantu oleh Tim Teknis AMDAI, 
Dircktorat Jenderal untuk mendapat persetuju- 
an Menteri selanbat-lambatnya dalam jangka 
waktu 120 (seratus duz puluh) hari di luar 
waktu yang diperlukan untuk penyempurnaan 
atau perbaikan setiap dokumen studi AMDAL 
oleh pemohon I U K U .  

Pasal 29 

Menteri nIenetapKan peimohsn I U K U  munjadi calon 
Pemegang I U K U  selanbat-lan~batnya 30 (tiga puluh) 
hari setelah lttporm Dirtktur Jenderal mengenai 



evaluasi studi kelayakan dan persetujuan Menteri 
atas studi AMDAL sebagaimana termaksud dalam 
Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3). 

Pasal 30 

(1) Direktur Jenderal 111e:nbentulc Tim Interdep 
Negosiasi dan mengadakan negosiasi dengan 
calon Pemegang IUKU sebagai pelaksanaan Pasal 
4 ayat (1) huruf a.l dan untuk mendapat 
kesepakatan mengenai persyaratan, harya jual 
tenaga listrik, sewa jal-ingan transmisi, dan 
sewa jaringan distribusi selambat-lambatnya 
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, selanjut- 
nya Direktur Jenderal menyampaikan laporan 
tertulis mengenai hasilnya kepada Menteri 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. 

(2) Calon Pemegang IUKU mengadakan negosiasi 
dengan calon pembeli tenaga listrik atau 
calon penyewa jaringan transmisi atau jaring- 
an distribusi yaitu Pemegang IUKU lainnya 
atau kelompok calon konsumen, scbagai pelak- 
sanaan ketentuan Pasal 4 ayac (1) huruf-huruf 
a.2, dan b untuk mendapat kesepakatan - 
mengenai persyaratan, hargn jual tenaga 
listrik, sewa jaringan transmisi dan sewa 
jaringan distribusi serta nenyampaikan lapor- 
an tertulis mengenai hasil kesepakatan ter- 
sebut kepada Direktur Jenderal, selambat- 
lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus 
delapan puluh) hari . 

(3) Direktur Jenderal mengadakan evaluasi atas 
hasil kesepakatan sebagaimana termaksud pada 
ayat (2) dan menyampaikan laporan tertulir 
kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan 
dalam Fenetapan persyaratan, harga jual 
tenaga listrik, sewa jaringan transmisi, dan 
sewa jaringan distribusi, selambat-lambatnya 
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari. 

(4) Menteri memberikan persetujuan atas hasil 
kesepakatan dan nenctapkan harga jual tenaga 
listrik, sewa jaringan transmisi, dan sewa 
jaringan distribusi, sebagaimana termaksud 
dalam ketentuan ayat (3), selambat-lambatnya 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. 

(5) Untuk Calon Pemegang I i J K U  ynng menanamltan 
modalnya berdasarkan PMA atau PMDN, Direktur 
Jenderal menyampaikan kepada BKPM penetapan 
calon Pemegang IUKU sebagaimana termaksud 
pada Pasal 28 d s n  persetujuari Menteri mengenai 
hasil kesepakatm sebagaimana termaksud pada 
ketentuan ayat (4) selambat-lambatnya dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) hari. 



(1) Ketua BKPM ber~enang liienerbitkan SPPP dan 
SPPM bagi calon pemegany IUKU yang menanamkan 
modalnya berdasarkan PMA atau PMDN. 

(2) Calon Pemegang IUKU yang menanamkan modalnya 
berdasarkan PMA atau PMDN setelah mendapatkan 
penetapan hasil negosiasi sebagaimana ter- 
maksud dalam Pass1 30 ayat (5) harus mengaju- 
kan permohonan Ykepada BKPM untuk mendapat 
SPPP bagi PM.9 at,lu SPPM bagi PNDN. 

(3) Berdasarkan wewenang sebagaimana termaksud 
ayat (1) Pasal ini, Ketua BKPM menerbitkan 
SPPP dan SPPM apabila ketentuan-ketentuan 
sebagaimana termaksud Pasal 30 ayat (5) dan 
ayat ( 2 )  Pasal ini telah dipenuhi. 

Menteri nemberikan Izin Prinsip untuk calon 
Pemegang IUKU non PMA atau PIblDN, selambat- 
lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiqa puluh) hari 
setel.ah Menteri mfnyetujui hasil kesepckatan 
mengenai persyaratan antara calon Pemeganq I U K U  
dan calon pembeli, sarta hargs jual tenaga 
listrik, sewa jaringan transmisi atau sewa 
jaringan distribusi. 

Pasal 33 

Calon pemegang IUKU menyampailcan kepada Direktur 
Jenderal dengan tembusan kepada Ketua BKPM jadwal 
pelaksanaan pembangunan secara rinci selambat- 
lanlhatnya dalam jangks waktu 60 (enam pul uh) hari 
setelah dikeluarkanny3 Izin Prinsip. 

(1) Pembangunan proyek ketenagalistrikan oleh 
Calon Pemegang IUKU harus sudah dimulai 
selambat-lanhatnya dalam jangka waktu 180 
(seratus delapan puluh) hari setelah Menteri 
meinberikan Izin Prinsip baqi non PMA atau 
PMDN atau Ketua ELKPM memberikan SPPP atau 
SPPM bagi PMA atau PMDN, dan harus diselesai- 
kan dalani jangka hraktu yang telah ditetapkan 
dalam Izfn Prinsip, atau SPPP, atau SPPM. 

(2) Hasil pembangunan proyek ketenagalistrikan 
hanya dapat dioperasikan secara komersial 
setelah dilakukan penyujian operasi (Commis- 
sioning cest) yang dilaksanakan bersama olei? 
Calon Pemegang IUKU dengan Tim Penguji Operasi 
yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. 



(3) Biaya pelaksanaan pengujian operasi dibeban- 
kan kepada Calan Pemegany IUKU. 

Pasal 35 

Direktur Jenderal memberikan Sertifikat U j i  
Operasi (Commissioning Certificate) selamhat- 
lambatnya dalam fangka waktu 7 (tujuh) hari 
setelah pengujian operasi sebagaimana termaksud 
dalam Pasal 34 berhasil dengan baik dan menyam- 
paikan laporan tertulis kepada Menteri dengan 
tembusan kepada Ketua BKPH apabila penanaman 
modal berdasarkan F'MA atau PFIDPJ . 

Pasal 36 

(1) Menteri mengeluarkan IUKU, selainbat-lambatnya 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
setelah Direktur Jenderal mengeluarkan Serti- 
f ikat Uj i Operzsi (Commissioning Certificate) . 

(2) Ketua BKPPl niengeluarknn IUKU atas nama 
Menteri bagi penanam modal berdasarkan PMA 
atau PMDN, sele.mbat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari setelah diterima sertifikat uji (commis- 
sioning Certificate) dari Direktur Jenderal. 

BAB V 

PER1 ZINAN 

Pasal 37 

Izin Prinsip, atau SPPP, atau SPPM berlaku 
untuk jangka waktu 1800 (seribu delzpan ratus) 
hari untuk pentbangunan PLTA, 1440 (seribu 
empat ratus enl~at puluh) hari untuk pem- 
bangunan PLTU clan FLTP, 723 (tujuh ratus dua 
puluh) hari urbtuk pembangunan PLTD, PLTG, 
PLTGU, Jaringan transmisi, dan Jaringan 
distribusi, dark dapat diperpanjang apabila 
diperlukan. 

Perpanjangan Inin Prinsip atau SPPP atau SPPM 
dapat dipertimhangkan apabila terdapat ham- 
batan dalam pelaksanaan pembangunan yang di 
luar kesalahan Calon Pemegang IUKU dan/atau 
terjadi force nlajeure yang meliputi kebakar- 
an, pemogokan, kekacauan di lokasi proyek/ 
pabrik, tindakan musuh negara, peperangan, 
blokade, tindakan yang berwenang, huru-hara, 
epidemi, tanah longsor, gempa bumi, badai, 
halilintar, bar~jir, kekacauan di masyarakat, 
dan ledakan. 



Pemegang Izin Prinsip, atau pemegang SPPP 
atau pemegang SPPM menyampaikan permohonan 
perpanjangan selambat-lardbatnya 9 0 (sembilan 
puluh) hari sek)elunl batas ahhir masa berlaku- 
nya Izin Prinsip atau SPPP atau SPPM, atau 
menyampaikan laporan dalam jangka waktu 7 
(tujuh) hari setelah terjadi force majeure 
sesuai ketentuan yang beriakc. 

Pasal 38 

(1) IUKU untuk penanaman modal berdasarkan PMA, 
berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) 
tahun terhitung mulai dioperasikannya secara 
koinersial sarana ketenagalistrikan dan dapat 
diperpanjang sesuai peraturan yang berlaku. 

(2) IUKU untuk penanaman modal berdasarkan PMDN, 
dan non PMA atau PYDN, berlaku untuk jangka 
walctu selama perusahaan yang bersangkutan 
melakukan usahanya dengan haik. 

(3) IUKU berakhir, karena dikembalikan, atau 
dibatalkan, ataJ berakhir jangka waktu ber- 
lakunya. 

Pasal 39 

(1) Izin Prinsip dan IUKU dibatalkan oleh Menteri 
dalam hal-ha1 sebagai bcrikut : 

a. Pemegang Izin Prinsip atau Pemegang IUKU 
tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
dalam peratuiran yang berlaku; atau 

b. Pemegang Izin ?rinsip atau Pemegang IUKU 
tidak menaati petunjuk teknis dari Direk- 
tur Jenderal dalam pelaksanaan pembangunan 
dan pengusahaan sesuai dencjan peraturan 
yang berlaku. 

(2) Terhadap penanam modal non PMA atau PMDN, 
peinbatalan izin prinsip dan lUKU dilakukan 
oleh Menteri d m  terhadap penanaman modal 
berdasarkan PMA atau PMDN, pembatalan SPPP, 
atau SPPM, dilakukan oleh Kctua BKPM sedangkan 
pembatalan IUKU dilakukan oleh Ketua BKPM atas 
nama Menteri. 

(1) Pemeyang IUKU brajib menyampaikan permohonan 
kembali kepada Menteri melalui Direktur 
Jenderal, apabi1.a akan mengubah jumlah unit 
atau kapasitas sarana ketenagalistrikan yang 
telah dicantumk:an dalam IUKU. 



(2) Terhadap penananan modal berdasarkan PMA atau 
PMDN, tembusan permohonan tersebut disampai- 
kan kepada Retua BKPM yang menetapkan per- 
ubahan IUKU atas nama Menteri setelah menerima 
rekomendasi Dir~tktur Jenderal. 

(3) Perubahan IUKU baru dapat diberikan oleh 
Menteri atau E:etua BKPM atas nama Menteri 
dalam hal-ha1 tidak mengganggu keandalan 
sistem ketenagdlistrikan, ling~ungan hidup, 
dan tersedianya sumber energi primer. 

BAB VI 

PENGALIWAN IUKU 

Pasal 41 

(1) IUKU hanya dapat dialihkan kepada badan 
usaha swasta atau koperasi yang dinilai 
mainpu untuk rnelanjutkan usaha penyediaan 
tenaga listrik, dan pengalihan IUKU tidak 
boleh mengganggu kelangsungan penyediaan 
tenaga listrik. 

(2) Pemegang IUKU melaporkan kepada Direktur 
Jenderal tentant3 rencana pengalihan IUKU 
disertai dengan .slasan-alasan pengalihan. 

(3 ) Bersamaan denga 1 rencana pengalihan IUKU 
sebagaimana terinaksud ayat (I), perusahaan 
penerima pengalihan IUKU mengajukan permohon- 
an IUKU kepada Direktur' Jenckral. 

(4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas 
rencana pengalihan IUKU sebagaimana termaksud 
dalam ayat ( 2 ,  dan melaporkan hasilnya 
kepada Menteri diilam jangka waktu selambat- 
lambatnya 3 (tigii) bulan. 

(5) Menteri memberilcan persetujuan pengalihan 
IUKU selambat-lalnbatnya dalaln jangka waktu 30 
(tiga pul~h) hari setelah diterimanya laporan 
Direktur JenderaIL. 

(6) Pengalihan IUKU 1:epada PKUK hanya dapat di- 
laksanakan setelah mendapat persetujuan 
Menteri Keuangan. 

Perusahaan penerima pengalihan IUKU di luar PKUK 
harus memenuhi syarat.-syarat : 

a. ~emiliki kelnampuan teknis, yang dibuktikan 
dengan pernyataan Konsultan ~eknik yang 
ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas beban/ 
biaya perusahaan penerima pengalihan; 



b. Memiliki kondisi keuangan perusahaan yanq 
sehat, yang dibuktikan dengan hasil penelitian 
oleh Akuntan Publik yang ditunjuk Direktur 
Jenderal atas beaan/biaya penerima pengalihan; 

c. Bagi perusahaan yang ~nenanamkan modalnya 
berdasarkan PMA atau PMDN harus memperoleh 
persetujuan penanaman modal dari BKPM sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

BAB VII 

PEMEGANG IUKU YANG MENJLTAI, TENAGA LISTRIK 
LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT 

Pasal 43 

(1) Menteri menetapkan daerah usaha ketenaga- 
listrikan dengan hak pelnasaran untuk Pe~negang 
IUKU yang n~elaksanakan usaha sebagaimana 
termaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.3. 

(2) Pemegang IUKU sebagaimana termaksud pada 
ketentuan ayat (I), dilarang menjual tenaga 
listrik di luar ~daerah usahanya. 

(3) Daerah usaha sebagaimana termaksud pada 
ketentuan ayat (1) , dapat berupa suatu 
wilayah dengan pclanggan masyarakat umum dkli  

atau suatu kawasan dengan kelompok jenis 
pelanggan tertentu. 

IConsumen tenaga 1is.trik dalam daerah usdha 
Pemegang IUKU, dapat senyediakan tenaga listrik 
untuk lcepentingan sendiri sesuai ketentuan yang 
berlaku, apabila Femegang IUKU belum dapat 
menyediakan tenaga listrik dalam jumlah, mutu 
dan keandalan yang baik atau Pemegang IUKU belum 
dapat menjangkau seluruh daerah usahanya atau 
untuk penggunaan darurat. 

BAB VIII 

PEMBANGKITAN GANDA 

(1) Pemegang IUKU sebagaimana termaksud 
Pasal 43 ayat (1) dalam daerah usahanya 
boleh menolak keberadaan industri yang 
rapkan teknologi penbangkitan-ganda 
proses industri irany- bersangkutan dan 
mernbeli kelebihan tenaga listrik yang 
silkan oleh pembar.gRitan-ganda tersebut 

dal am 
tidak 
mene- 
dalam 
dapat 
diha- 



(2) Persyaratan Pemkangkitan ganda adalah : 

a. untuk sistem pembangkitan yang menggunakan 
"back pressure turbineH, uap yang dihasil- 
kan turbin seluruhnya digunalcan untuk 
proses produksi; 

b. untuk sistem pembanqkitan yang mengguna- 
kan turbin gas, sisa panas yang dikeluar- 
kan dari turbin seluruhnya digunakan untuk 
memproduksi uap panas yang diperlukan 
untuk proses produksi. 

(3) Harga jual kelebihan tenaga listrik yang 
dihasilkan dalam pembangkitan-ganda ditetap- 
kan oleh Menteri. 

BAB IX 

Pasal 46 

(1) Pelnegang IUKU i!~a j ib mengadakan ker jasama 
interkoneksi sis-em ketenagalistrikan dengan 
PXUK atau Pemec~ar~g IUKU lain, sepanjang 
dimungkinkan secnra tekno-ekononis. 

(2) Interkoneksi antara jaringan Pemegang IUKU 
dengan Jaringan PKUK danlatau dengan jaringan 
Pemegang IUXU lain dilaksanakan dengan 
menggunakan standar peralatan sesuai Standar 
Nasional Indonesia (SNI) di bidang ketrnaqa- 
listrikan atau S L I  atau standar lainnya yang 
disetujui Menter:. . 

(3) Persyaratan rincli mengenai interkoneksi 
dimuat dalam perjanj ian kerja sama inter- 
koneksi yang bersangkutan. 

BAB X 

SEWA - ME:NY EWA JARINGAN 

(1) Penyewsan jaringan transmisi dan ataa jaring- 
an distribusi sebagaimana termaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk 
nrenyalurkan tenaga listrik antars Pemegang 
IUKU dengan PKUK atau dengan Pemegang IUXtJ 
lainnya. 

(2) Penyewnan jaringan sebagaimana termaksud pada 
ketentuan ayat (I), dalam menyalurkan sejum- 
lah tenaga listrik dapat berbentuk penyewaan 



jaringan secara keseluruhan dan berkesinam- 
bungan atau penyewaan jaringan secara 
terbatas. 

(3) Penyewaan jaringan transmisi dan atau jaring- 
an distribusi sebagaimana termaksud pada 
ketentuan ayat ( 2 ) ,  dapat dilaksanakan apa- 
bila keandalan sistem dan keiuampuan jaringan 
milik PKUK dan 3tau inilik Femegang IUKU tidak 
terganggu. 

BAB XI 

HARGA J U A L  TENAGA L I S T R I K  DAN SEWA J A R I N G A N  

(1) Harga jual tmaga listrik, harga retia 
jaringan transmisi dan harga sewa jaringan 
distribusi dinyatakan dengan mata uang rupiah, 
dan dapat mengandung unsur mata uang asi~lg 
sesuai komposisi mata uang yang ditanamkan 
dan yang dibelanjakan dalam pengusahaan 
serta dapat nengandung unsur penyesuaian ber- 
dasarkan perubahsn dalam unsur biaya tertentu 
yang disetujui Nanteri. 

(2) Untuk bagian harlja jual tenaga listrik, harga 
sewa jaringan transmisi dan harqa sewa 
jaringan distrilmsi yang mengandung unsur 
mata uang asing sebagaimana termaksud pada 
ketentuan ayat :1), dapat disesuaikan dengan 
perubahan nilai tukar pad2 saat pembayaran. 

(3) Unsur penyesuaian harga jual tenaga listrik 
meliputi biaya ir~vestasi, biaya bahar, bakar, 
biaya operasi darl pemeliharaan. 

(4) Penyesuaian harga sebagainana termaksud dalam 
ayat (1) antara Pemegang IUKU dengan P K 3 K  
dilaksanakan setelah nendengar pertimbangan 
Menteri Keuangan. 

(5) Direktur Jenderal menetapkan pedoman per- 
hitungan harga jual tenaga listrik, harga 
sewa jaringan trar,s~nisi dan harga sewa 
jaringan distribusi. 

PENGGUNAAN ENERGI P R I M E R  

Impor energi primer ur!tuk Usaha Penyediaan Tenaga 
Listrik Oleh Swasta harus dilakukan dengan 
persetujuan Menteri Perdagangan setelah men- 
dengarkan pertinibangan Menteri. 



BAB XI11 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 50 

(1) Pemegang Izin Prinsip, atau SPPP, atau SPPM 
dan Pemegang IUKU berhak melakukan kegiatan 
usahanya sesuai dengan Izin yang telah dike- 
rikan Menteri atau Ketua BKPM dan bertanggung 
jawab atas segala akibat yang timbul dalain 
pelaksanaan Izin tersebut. 

(2) Pemegang Izin Prinsip, atau SFPP, atau SPPM 
dari Pemegang IUKU secara berkala wajib 
menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur 
Jenderal mengenai perkembangan kegiatan 
usahanya denqan menggunakan bentuk laporan 
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau 
Ketua BKPM. 

BAB XIV 

PENGAWASAN 

Pasal 51 

(1) Direktur Jender3l melakukan pengawasan ter- 
hadap pe1aksana.m Izin Prinsip dan IUKU. 

(2) Pengawasan sebaijaimana'term3ksud pada keten- 
tuan ayat (I), meliputi pencapaian sasaran 
pembangunan, keselanatan kerja, keselamatan 
umum, pengusahaan, kepentingan konsumen, 
tercapainya standardisasi dalam bidang kete- 
nagalistrikan dan pelestarian lingkungan hidup 
sesuai peraturan yang berlaku. 

(3) Berdasarkan pe:rtimbangan untuk keselamatan 
kerja, keselamntan umum dan kepentingsn 
konsumen, Direlitur Jenderal dapat inelakukan 
tindakan pengarnanan berdasarkan peraturan 
yang berlaku. 

PISLAPORAN 

(1) Pemegang Izin Prinsip, atau SPPP, atau SPPM 
sebagaimana termaksud dalam Pasal 18, 19, 31 
dan 32 menyampaikan laporan tahap pembangunan 
secara tertulis kepada Direktur Jenderal 
dengan tembusan kepada BKPM bagi PMA atau 
PMDIJ pada tiap-tiap triwulan, yang meliputi 
aspek-aspek : 



a. Kemajuan pelaksanaan proyek; 
b. Penggunaan tt~naga kerja baik tenaga kerja 

asing maupun tenaga kerja dalan negeri; 
c. Hambatan-hamkjatan yang dihadapi. 

(2) Pemegang IUKU wa j ib menyampaikan laporan 
tahap Jenderal setiap bulan yang meliputi 
aspek-aspek : 

.produksi ten:.ga listrik; 
pembelian teriaga iistrik dari Pemeqang IUKU 
lainnya ; 
penjualan ter~aga listrik; 
,pemakaian bat.an bakar; 
miltu tenaga 1 istrik; 
jumlah tenaga listrik yanq disalurkan; 
jumlah dan je:nis ganqyuan; 
pengendalian dampak lingkungan. 

(3) Pemeqang IUKU menyampaikan laporan tertulis 
kepada Direktur Jenderal n~engenai jumlah dan 
komposisi tenaga kerja pada setiap akhir 
tahun takwin~. 

(4) ~entuk laporan untuk tahap pembangunan dan 
tahap pengusahaan ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal . 

BAB XVI 

SANKSI 

Pasal 53 

Pemegang IUKU yang tidak mengindahkan ketentuan- 
ketentuan dalam Feraturan Menteri ini dan 
peraturan-peraturan lainnya di bidanq ket.enaga- 
listrikan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 
yanj berlaku. 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 54 

(1) Semua IUKU yang telah ada sebelum dikeluar- 
lcannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap 
berlaku sampai berakhir masa berlakunya. 

(2) Semua usaha penyediaan tenaga listrik untuk 
kepentingan umuin yang beium memiliki IUKU 
diwajibkan untuk memiliki IUKU berdasarkan 
Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya 
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 
dikeluarkannya Peraturan Menteri ini. 



RAB XVIII 

PENUTUP 

Pasal 55 

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka 
ketentuan-ketentuan yang menyangkut Izin Usaha 
~etenagalistrikan Urituk ~epentingan Umum sebagai- 
mana termalcsud dalam Peraturan Menteri Pertam- 
bangan dan Energi Nomor lI/P/M/Pertamben/l981 
tanggal 5 November 1.981 dinyatakan tidak berlaku. 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditet.apkan di Jakarta 


